PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
70);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;



Memperhatikan

10.

11.

12.

13

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah
Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2000
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2000
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor : 09/SK/2001 tanggal 7 Juni 2001, tentang Persetujuan atas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas dan Nota
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
sejumlah......... Rp. 93.406.452.027,89 terdiri atas :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan...................oooe Rp. 93.406.452.027,89,-

b. BELANJA:

- Rutin
- Pembangunan

Rp. 59.780.215.259,15
Rp. 22.908.652.393,37

Rp. 82.688.867.652,52




Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih sejumlah............................. Rp. 10.717.584.375,37

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1999/2000 sejumlah

....Rp.8.161.764.049,- terdiri atas :

a. Pendapatan ......................... Rp. 3.495.235.699,-

b.Belanja ........c.oooeiviiiiniinnnn Rp. 3.495.235.699,-

Sisa Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih/berkurang  Rp. NIHIL
Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Daerah ini.

(2) Bentuk susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan
APBD menurut C-Il, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [VPeraturan
Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V11 Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1X Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

a.

UKP penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini .



UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 44 PADA TANGGAL 12/6 2001
SERI :D NOMOR : 40

SEKRETARIS DAERAH
KAMIL NUH, SH

PEMBINA TK. |
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.



